
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDTRI

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor4Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kediri Tahun 2OO5 - 2025 dan sesuai Nota Dinas Sekretaris Daerah

Kabupaten Kediri Nomor O5O 111581418.6012015 tanggal 27 Mei 2015 perihal

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri

Tahun 2016 serta Berita Acara Rapat Nomor 050139321418.6012015 tanggal

26 Mei 2015, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2016;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11.



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



2t.

,?

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

langka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan l4enteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka lYenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun

2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kedirl Tahun 2010 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan iangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

24.

25.

26.

27.

zo.



MEMUTUSKAN:

MEnetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEDIRT TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten KediriTahun 2016

merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang penjabarannya sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2016

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2OO5 - 2025, memuat evaluasi hasil kinerja
pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran

2016, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan

dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2016

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (MPBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Kediri dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja - SKPD) Tahun 2016.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 050171581478.6012015 tanggal 27 Mei 2015 perihal

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri

Tahun 2016 dan Berita Acara Rapat Nomor 050/3932/418.60/2015 tanggal

26 Mei 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kedlri Tahun 2016 memuat antara

lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja



Penyelenggaraan Pemerintahan; Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan

Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah;

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah untuk ditetapkan dengan

Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri,

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29-5-2015

BUPATI KEDIRI/

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 29 -5 - 2075

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 21

Disalin sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAEMH

ASISTEN ADMINISTMSI UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

7 199003 1 008


